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Abstrak: Tujuan penelitian ini membahas  implementasi pelayanan 
publik para stakeholder di Pemerintahan Lampung pada kebijakan 
larangan mudik 2021 pada para pemudik dengan segala prosedur 
kesehatan dengan  perspektif/paradigma humanistis. Kami 
menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif., yaitu 
menggambarkan beberapa kajian, kebijakan pelayanan publik dari 
berbagai literatur. Berdasarkan kajian literatur mendapatkan hasil 
Pelayanan penanaman nilai-nilai humanisme  sebagai upaya preventif 
kepada para pelaksana pemberi layanan, satgas Covid 19 dibawah 
kordinasi Pemerintahan Lampung yang optimal, melalui lima indikator 
yang digunakan dapat dilihat bagaimana kualitas pelayanan upaya 
preventif larangan mudik yaitu Reliability, Responsiveness, Assurance, 
Empathy dan Tangibel, dengan tracking para pemudik , pengguna jasa 
moda transportasi darat melalui swab antigen. Larangan mudik 2021 
bagi pemudik yang insidentil karena sebab akibat keluarga darurat 
kesehatan, dan lain lain terjadi proses pelayanan publik  yang 
berkualitas dan optimal kepuasan dirasakan oleh para penerima 
layanan dengan upaya preventif dan standa prosedur kesehatan 
melalui swan antigen sebelum menyeberang melalui pelabuhan 
bakauheni.  
Kata Kunci: Paradigma, Humanis, Pelayanan Publik 
 
Abstract: The purpose of this study is to discuss the implementation of 
public services for stakeholders in the Lampung Government on the 2021 
homecoming ban policy for travelers with all health procedures with a 
humanistic perspective/paradigm. We use a descriptive method, with a 
qualitative approach, which describes several studies, public service 
policies from various literatures. Based on the literature review, the 
results of the service instilling humanism values as a preventive effort to 
service providers, the Covid 19 task force under the optimal coordination 
of the Lampung Government, through the five indicators used, it can be 
seen how the quality of service for the prevention of the homecoming ban, 
namely Reliability, Responsiveness, Assurance , Empathy and Tangibel, 
by tracking homecomers, users of land transportation services via 
antigen swab. Prohibition of going home in 2021 for travelers who are 
incidental due to family reasons, health emergencies, etc., a quality public 
service process and optimal satisfaction are felt by service recipients with 
preventive efforts and standard health procedures through swan 
antigens before crossing through Bakauheni Port. 
Keywords: Paradigm, Humanist, Public Service 
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PENDAHULUAN 

Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk 

melakukan tradisi ritual mudik. Ritualitas tradisi mudik yang membudaya merupakan 

fenomena sosial di Indonesia yang terjadi setiap tahun. Mudik pada dasarnya dimaknai 

warga pendatang dari desa yang telah bermigrasi cukup lama ke kota biasanya melakukan 

aktivitas mudik pulang ke kampung halaman, pada hari libur kerja yang panjang dan 

bermakna kultural seperti Lebaran Idul Fitri, bahkan Natal maupun Tahun Baru. 

Dari tahun ke tahun, mudik tidak pernah menjadi hal yang mengkhawatirkan selain 

persoalan kemacetan, dan hal ini malah membuat masyarakat yang melakukan aktivitas 

mudik lebih berketahanan pada kendala macet selama di perjalanan menuju ke daerah 

tujuan masing masing pemudik.  

Masyarakat Indonesia yang melakukan mudik pada tahun 2017 dan 2018 

menembus angka lebih dari 20 juta orang. Sehingga dapat dikatakan sekitar 10% dari 

masyarakat indonesia terlibat dalam aktivitas tersebut. Selain berdampak sosial yang 

tinggi, aktivitas mudik berdampak pada pergerakan rantai perekonomian yang nilainya 

mencapai 9,7 Triliun Rupiah pada tahun 2019. 

Pada tahun 2020 mudik menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan karena adanya 

pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Dimulai awal 2 Maret 2020, kasus 

positif pertama diumumkan pada tren kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. 

Berdasarkan data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per 8 Juni 

2020, total jumlah kasus positif di Indonesia kini mencapai 32.033 kasus yang tersebar di 

hampir seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah kasus terbanyak hingga saat ini berada di 

Provinsi DKI Jakarta dengan 8.033 kasus (25,8 persen) dan Provinsi Jawa Timur dengan 

5.948 kasus (19,1 persen). 

Pada masa pandemi COVID-19, kota-kota besar tidak hanya menjadi simpul 

kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi simpul penyebaran COVID-19. Mobilitas manusia 

yang tinggi di wilayah perkotaan kini menjadi faktor utama dalam penyebaran COVID-19. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mobilitas manusia sangat berperan dalam 

penyebaran wabah (Hisi dkk., 2019; Merler & Ajelli, 2012; Universitat Rovira i Virgili, 

2018). 

Data World Population Review mengatakan Indonesia terdiri dari 87,20% Muslim, 

ini artinya pergerakan yang besar pada mudik tahunan. Mudik Jadi penyebab peningkatan 

tajam dalam jumlah kasus COVID-19 yang dikonfirmasi. Dalam konteks ini, fenomena 
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mudik dipandang sangat mengkhawatirkan karena berpotensi menyebarkan COVID-19. 

Di Indonesia potensi penyebaran COVID-19 inilah yang menjadi pokok persoalan Ketika 

mobilitas masyarakat yang bergerak dari kota ke kampung halaman, membuat 

kerumunan yang dikhawatirkan membuat mata rantai klaster klaster baru penyebaran 

virus Covid 19. Lalu Pemerintah membuat kebijakan larangan mudik dengan regulasi 

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Pengendalian Transportasi Pada Musim Idul Fitri 1442 H Dalam Rangka Pencegahan 

Penularan COVID-19.  

Namun kebijakan pelarangan mudik 2021 ini menimbulkan implikasi dalam 

implementasinya dilapangan. Efektivitas kebijakan Larangan mudik 2021 ditinjau dari 

perspektif regulasi dan upaya adaptasi kehidupan New Normal dan Protokol Kesehatan 

dalam aktivitas mudik masyarakat, yang  seharusnya Kebijakan Larangan Mudik ini di 

evaluasi seberapa besar eefektifitasnya dan menjadi problem solver. Seperti yang 

dilakukan Pemerintahan lampung berkolaborasi Bersama satgas Covid 19 dan Lembaga 

terkait membuat upaya preventif untuk para masyarakat yang melintasi atau 

menyeberang ke pulau jawa, atau sebaliknya menyeberang dari jawa ke sumatera. 

 

METODE 

Dalam artikel ini kami menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. 

Dimana peneliti menjadi pusat penelitian yang menjadi alat utama dalam mencari data 

secara mendasar dan akurat. Pendekatan hubungan antar manusia dalam penelitian ini, 

selama proses penelitian, terkait orang orang yang terkait penelitian banyak berhubungan 

dengan peneliti. 

Peneliti memandang pendekatan secara kualitatif akan membantu peneliti dalam 

mengumpulkan data. Hal ini ditinjau dari beberapa alasan. Pertama , karena peneliti 

meneliti mengenai sebuah kebijakan larangan mudik 2021 dalam efektivitas pengendalian 

mobilitas kendaraan umum, pribadi hingga manusianya dari kota ke desa, dan dari desa 

ke kota. maka peneliti merasa membutuhkan sejumlah data yang diperoleh dari lapangan 

yang bersifat nyata, terbaru, dan terpercaya. Data-data yang dibutuhkan peneliti adalah 

permasalah-permasalahan yang secara nyata terjadi di lapangan dan mencari solusi dalam 

memecahkan permasalahan tersebut. 
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HASIL DAN DISKUSI 

Keputusan Kebijakan larangan mudik 2021 Pada tanggal 16 Maret 2021, melalui 

beragam saluran media diungkapkan bahwa pada prinsipnya perjalanan mudik hari raya 

tahun 2021 tidak dilarang. Pernyataan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi bahwa 

pada prinsipnya pemerintah tidak melarang mudik pada 2021. Kabar gembira ini direspon 

oleh masyarakat yang ingin melakukan mudik merayakan hari raya di kampung halaman 

Bersama keluarga. Apalagi bagi pelaku ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan 

pelaksanaan mudik, seperti pedagang baju, makanan hingga pengusaha Otobus moda 

transportasi darat, laut dan udara. 

Namun belum kering pernyataan Pemerintah, sehari setelahnya juru bicara 

pemerintah untuk penanganan Covid-19 memberikan pernyataan kebijakan larangan 

mudik masih digodok. Hal ini didukung pernyataan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 

yang meminta masyarakat untuk bersabar kebijakan sedang dalam progres. Bahkan pada 

tanggal 22 Maret 2021, Wapres Ma’aruf Amin memberikan pernyataan terkait pelaksanan 

mudik belum ada keputusan.  

Barulah pada tanggal 26 Maret 2021, Pemerintah mengambil keputusan kebijakan 

yang bahwa larangan mudik tahun 2021 ditetapkan. Menko Bidang Pembangunan 

Manusia, Muhadjir Effendi,  menyampaikan larangan  mudik tahun 2021, dan berlaku 

untuk seluruh lapisan masyarakat. Keputusan tersebut merupakan arahan Presiden dan 

hasil rapat koordinasi tingkat menteri. 

Indikator keraguan dari Pernyataan yang kontradiktif 

Pengambil kebijakan, pemerintah dalam proses penetapan larangan perjalanan 

mudik, terdapat berbagai pernyataan yang kontradiktif cenderung ragu ragu, bahkan 

gamang. Para pejabat-pejabat publik yang hanya berselang beberapa hari memberikan 

pernyataan yang berubah ubah mengindikasikan adanya keragu-raguan dalam proses 

kebijakan larangan mudik. Pernyataan diperbolehkannya mudik oleh Menteri 

Perhubungan tidak dalam regulasi peraturan secara tertulis, hanya karena yang 

memberikan pernyataan pejabat publik  maka akan berdampak signifikan pada publik. 

Akhirnya Simpang siur terkait kebijakan larangan mudik final, resmi ditetapkan. 

Keputusan final yang kontradiktif dengan isu awal yang beredar tersebut berpotensi 

menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat yang menghendaki adanya mudik tahun 

2021. 
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Terlihat bahwa pengambil kebijakan tidak belajar dari kebijakan larangan mudik 

di tahun 2020, ketidak konsisten ini menimbulkan dampak negatif. Ketika pemerintah 

menetapkan kebijakan larangan perjalanan mudik pada 26 maret 2021 sebagai upaya 

preventif mitigasi resiko penanganan Covid-19 tentu memberikan dampak sosial juga 

secara ekonomi pada jutaan masyarakat Indonesia. Kebijakan pelarangan mudik 2021 

dapat ditarik kesimpulan pada masalah pemilihan waktu, kesesuaian, dan implementasi 

di lapangan. 

Pemilihan waktu, kesesuaian, dan dampaknya 

Mengenai pemilihan waktu, keputusan kebijakan pelarangan mudik terkesan 

dadakan, kurang dari sebulan sebelum hari raya idul fitri. Masyarakat yang sudah 

mempersiapkan mudik jauh-jauh hari harus membatalkan rencana termasuk 

membatalkan keberangkatannya menuju kampung halaman. 

Kesesuaian kebijakan larangan mudik ini  menjadi masalah. Hal ini dikarenakan, 

kebijakan larangan mudik pada awalnya hanya himbauan, bukan berupa pelarangan. 

Terjadi penafsiran bahwa mudik diperbolehkan dengan syarat memperhatikan beberapa 

hal. Inilah yang jadi pedoman masyarakat dengan berbagai alasan dan pertimbangan tetap 

memutuskan untuk mudik. 

Pada akhirnya kebijakan mudik yang hanya himbauan diubah oleh pemerintah 

menjadi kebijakan larangan dengan regulasi hanya berupa peraturan menteri. Ketidak 

konsisten Kebijakan larangan mudik ini menimbulkan persepsi pada masyarakat 

pemerintah tidak serius. Masalah yang selanjutnya muncul pada saat memasuki waktu 

mudik. Meskipun sudah dilarang, kenyataannya pada implementasinya di lapangan tidak 

sedikit masyarakat yang tetap melakukan mudik. 

Sebuah Kebijakan Publik  merupakan keputusan politik  

Substansi kebijakan publik upaya yang menjadi pilihan pemerintah untuk 

dilakukan atau tidak dilakukan, merupakan keniscayaan sosial dalam sebuah kebijakan 

publik. Bagaimana dengan keputusan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan 

masyarakat luas. Memahami kebijakan publik sebagai aktivitas menyeluruh pemerintah 

yang dilakukan secara langsung ataupun melalui perantara yang berdampak pada 

kehidupan warga Negara (B. Guy Peters dalam bukunya Handbook of Public Policy 2006). 

Pada bukunya “Public Policy: Perspectives and Choices(1999), Charles L. Cochran dan 

Eloise F. Malone mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah produk keputusan politik 

untuk melaksanakan program-program dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sosial. 



Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI) 
p-ISSN: 2774-907X; e-ISSN: 2775-0140 

Volume 1, Nomor 2, Oktober 2021 
 

Paradigma Humanis Pelayanan Publik Pada Kebijakan Larangan Mudik 2021 Di Pelabuhan Bakauheni Lampung  125 

 

Seringkali kebijakan publik sebagai produk politik, Terhadap formasi elite politik maupun 

formasi pendukung (supporter) dalam praktek pembangunan berdampak luas.  

Pendekatan kebijakan distributif dan regulatif adalah metode Kebijakan publik. Dalam 

aplikasi di lapangan, kebijakan distributif berkaitan dengan kebijakan yang 

mempertimbangkan distribusi sumberdaya pembangunan yang luas baik infrastruktur, 

modal maupun kebutuhan bersama. Kebijakan distributif merupakan Kebutuhan dasar 

masyarakat yang diimplementasikan melalui pelayanan publik.  

Pada kebijakan regulatif kaitannya dengan kebijakan arah regulasi yang 

berdampak luas, baik intruksi, edaran, implementasi, perintah maupun larangan. Bila 

kebijakan distributif dan regulatif ini bisa berjalan seiringan, maka kualitas pelayanan 

publik akan dihasilkan. 

Menjadi kendala pada implementasinya dalam  penegakan kebijakan larangan 

mudik 2021 di lapangan. Sehingga, tujuan dari kebijakan pelarangan mudik untuk 

meminimalisir persebaran Covid-19 tidak tercapai karena banyaknya masyarakat yang 

bandel tetap melakukan mudik yang dilakukan sebelum penetapan kalender larangan 

mudik 2021 dimulai dari tanggal 06 mei hingga 17 mei  2021, dan kepulangannya kembali 

ke kota pada waktu diatas 17 mei 2021. Satgas Covid 19 antar kota antar propinsi 

melakukan upaya preventif mitigasi resiko dengan melakukan swab , atau genose di posko 

posko satgas Covid 19 untuk mengidentifikasi orang orang yang melakukan perjalanan 

dari kota ke kampung dan sebaliknya dari kampung ke kota kemungkinan terjadi adanya 

klaster klaster baru. 

Dari kebijakan larangan mudik 2021 dengan regulasi seperti permenhub, sesuai 

dengan regulasi UU No.6 Tahun 2018 Karantina Kesehatan Pemerintahan Lampung 

Bersama satgas Covid 19 berkolaborasi melakukan upaya preventif melalui anggaran 

Covid 19 melakukan Swab Antigen kepada para pengguna jasa moda transportasi darat 

sebelum menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung. 

Pengendalian Covid-19 dilakukan Pemerintahan lampung dengan melakukan Swab 

Antigen kepada para pengguna jasa moda transportasi darat yang akan menyeberang 

melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung salah satu opsi upaya preventif dan standar 

Prosedur Kesehatan (Prokes), yang dipilih oleh pemerintahan Lampung didasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Swab antigen 

upaya preventif dan standa prosedur kesehatanmengetahui , tracking para pengguna jasa 
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moda transportasi darat  untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau 

kontaminasi. 

Pada implementasi larangan mudik 2021 , Pemerintahan Lampung Bersama satgas 

Covid 19 terkait dengan pembatasan orang orang yang mudik 2021 melakukan pelayan 

publik dengan pembatasan mudik standar protokol Kesehatan dengan 3 m, mencuci 

tangan, memakai masker, menjaga jarak maupun kerumunan orang banyak, lalu 

melakukan tes swab atau genose dengan pihak terkait untuk mendokumentasikan 

kesehatannya. Tujuannya agar tidak melahirkan klaster klaster baru dalam pembatasan 

orang orang yang melakukan mudik. 

KESIMPULAN 

Tata kelola pelayanan publik pemenuhan logika, etika, hukum, estetika, dan 

kebijakan lain lain, tugas Pemerintahan lampung  sebagai pelayan publik ditengah 

kebijakan larangan mudik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melakukan inivasi dan 

inisiasi di lapangan berdasarkan  pemahaman  falsafah dan prinsip pelayanan publik yang 

prima, untuk menjemput pelayanan yang dengan  ukuran Paradigma Lovelock pelayanan 

Publik yaitu:   

Reliability dengan sikap dan perilaku Satgas Covid 19 terkait dalam melayani para 

pengguna jasa moda transportasi darat dengan upaya preventif mentracking para 

pengguna jasa moda transpotasi darat melalui swab antigen. 

Responsiveness, merespon dengan baik, dengan kesigapan satgas Covid bersama Nakes 

dalam melakukan swab antigen , hingga memisahkan bila ada para pengguna jasa moda 

transportasi darat yang positif Covid 19 

Assurance: Pemerintahan Lampung bersama satgas Covid 19 dan nakes tenaga kesehatan 

memenuhi ekspektasi jaminan pada para pengguna jasa moda transportasi darat dengan 

upaya preventif swab antigen standar prosesur kesehatan. 

Empathy (perhatian pribadi), kepedulian Satgas Covid 19 bersama nakes dalam 

melakukan pelayanan yang humanis.  

Tangible: Penampilan satgas Covid 19 bersama nakes santun dan rapi, hingga diperlukan 

peningkatan fasilitas menunggu ketika antri swab antigen agar  pengguna jasa moda 

transportasi darat, dalam ketersediaan tempat duduk ketika menunggu, serta jaminan 

keamanan pada ramainya kerumunan orang orang. 
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Faktor eksternal diluar 5 (lima) aspek tersebut turut mempengaruhi kualitas pelayanan 

pada implementasi kebijakan Larangan Mudik 2021 seperti kerumunan penyebab antrian 

Swab Antigen, hal tersebut menjadi penyebaba tidak terjaga prosedur kesehatan. 
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